
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 110
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Menimbang

Mengirigat

PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 110 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara;

. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasib.
dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, maka
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disempurnakan;

. bahwa_ berdasarkan’ pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6.
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10.

11.

12.

13.

-3-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ({(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

8.
1

J
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

9,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;



Menetapkan

14

15.
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. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 110
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017
Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

2.

Pasal 5A

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13: Desexber 207/

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 us 207.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Descuber 20° 3

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desembor 291)

SEKRETARIS DAE PROVINSL KALIMANTAN UTARA,

“SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada_tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 21”

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 wesenber 2019

SEKRETARIS DAE PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH
_

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 284
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR & TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
110 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.
KEBUTUHAN PEGAWAI

NAMA JABATAN JABATAN PIMPINAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGANTINGGI ADMINISTRATOR | PENGAWAS PELAKSANA | FUNGSIONAL
2 3 4 5 6 7 8

Kepala Dinas 1
1. Sekretaris 1

ian i
pi .

idi

ninistrasi Umum
Keamanan
‘ata dan Informasi

* Perencanaan ("~~
ira
erencanaan
or Keuangan
engelolaan Keu
ata dan Informasi
1 Data Perencanaan Penganggaran

7) Pengelola Statistik Perikanan ph
|
pe

e
|
pe

es
|

f
pe

t
|
pe

e

ii
2iii
1



Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut
a. Kepala Seksi Perencanaan Ruang Laut dan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
1) Analis Potensi Kelautan
2) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan

Usaha
b. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil
1) Analis Penanggulangan Pencemaran

Sumber Daya Pesisir
2) Analis Kelautan dan Perikanan

c. Kepala Seksi Rehabilitasi, Konservasi Kelautan
dan Perikanan
1) Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah

Pesisir
2) Penyusun Rencana Perlindungan dan

Pelestarian Jenis Ikan
Kepala Bidang Perikanan Tangkap
a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
1) Analis Pr ™ mber Daya Ikan
2) Analis dal Perikanan

b. Kepala Seksi Kenelayanan dan Pengembangan
Usaha Pena
1) Analis K--

2) Analis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu
Penangk

"
c. Kepala Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

dan Sarana Prasarana
1) Analis Pr “elabuhan Perikanan
2) Pengeloly

* lan Pendaratan Ikan
Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan
Daya Saing Produk dan Pengawasan SDK
Perikanan
a. Kepala Seksi Perikanan Budidaya

1) Analis Budidaya Perikanan
2) Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pr



b. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk
Kelauta dan Perikanan

{utu Hasil Perikanan
2) Penyusun Rncana Kelembagaan Pasar

Hasil Perikanan
wr “ *

si Pengawasan SDK dan Perikanan
1) Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan
2) Pengelola Pengawasan Pengolahan,

utan dan Pemasaran Ikan
Menerapan Mutu Hasil Perikanan

™ *

Dagian Tata Usaha
Crencanaan
ninistrasi Umum
iinistrasi Keuangan
Adi
Keamanan
ira
a Barang Milik Negara

*

3i Penerapan Mutu
{utu Hasil Perikanan
elautan dan Perikanan

* i Pengujian
1) Analis Mutu Hasil Perikanan

1

imia
"erikanan Budidaya Laut dan Payau
bagian Tata Usaha
erencanaan
Adi
Keamanan
wa
a Barang Milik Negara
1inistrasi Umum

|
et

|
et

PN
D

|
ee
e

|
AD

*

4i Budidaya Laut
ienih

2) Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan m
Ib
o

1

i
1

i
2i
1

1

1



*

3i Budidaya Pyau
‘enih
imia

nm

Pembudidayaan Ikan
7 *elabuhan Perikanan Tengkayu II

BRS
erencanaan
ninistrasi Umum
ira
adi
Keamanan
i

Retribusi
Negara m

t
|
CA

D
|
em

t
CA

D
|

ee
|

ee
|

ee
t

1 owe tom ‘onal
elautan dan Perikanan

2) Pengadministrasi Kedatangan dan
Pembera l

idar Pelabuhan Perikanan
an1 m4

‘ “elabuhan Perikanan
istem Informasi

JABATAN FUNGSIONAL
a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Pertama

2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Muda

3) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
aes

b. Analis Pasar Hasil Perikanan
1 r Hasil Perikanan Pertama
2) Analis Pasar Hasil Perikanan Muda

c. Pr
™ anan

1)
™ ~ ikanan Pertama

2) Pengawas Perikanan Muda
3) Pengawas Perikanan Madva

1
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d. Pengelola Kesehatan Ikan
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya

Jumilah
Jumlah Total 133

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 ue.smber 7212

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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d. Pengelola Kesehatan Ikan
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya

Jumilah
Jumilah Total 133

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2 (2

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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d. Pengelola Kesehatan Ikan
1} Pengelola Kesehatan Ikan Pertama
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya

Jumlah 7 20 82 23
Jumilah Total 133

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 vescmber 201°

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IMANTAN UTARA,

=

td

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 4&4

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 decsmber 201°

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE
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d. Pengelola Kesehatan Ikan
1) Pengelola Kesehatan Ikan Pertama
2) Pengelola Kesehatan Ikan Muda
3) Pengelola Kesehatan Ikan Madya

Jumilah
Jumilah Total 133

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desenber 21°19

SEKRETARIS DAERAH RROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal © sese:er 21:19

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR ¢&4



PETA JABATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Cale 15

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR <4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 110 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

i

KEPALA DIDANG PENGELOLAANRUANG LAUT SMWMW
tobe12 a Sele 31 Kame 11 Jabatan KLS

ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PERTAMA

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUMBER DAYA PESISIR,

KEPALA SEXS! PERENCANAAN RUANG LAUT DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKS! PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DAN KEPALA SEKS! PERKANAN BUDIDAYAKEPALA SUB BAGLAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
MASYARAKAT PESISIA DAN PULAU-PULAU KECIL PELAYANAN USAHA PENANGKAPAN SKAN

Kotes 9

ptt ae — AMALIS PASAR HASIL PERIANAN MUDA sf of ap -2

lebanon Jus om
Sebatan was Is Po

jabetan, wale jr. Lye] Jnle Kye
PEMDINA MUTU MASIL KELAUTAN DAN

a] of sf a

BENDAHARA 7 ay ol AMALIS POTENS! KELAUTAN yo 1 ANALIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA [71 1] 11 6 JANALIS BUDIDAYA PERIKANAN 7 yay ol PERIKANAN PERTAMA
PFMBINA MUTU HASH KELAUTAN DAN oy ays

ANALIS PERENCANAAN ? 1 9 PENGFLOLA PENGEMBANGAN DOAN a oO a ANALIS PENDAFTARAN KAPAL ANALIS KESEHATAN[KAR DAN 7) a ag
LPERIKANAN MUDA

PEMBINAAN USAHA PERIKANAN LUNGKUNGAN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN nf of 3] 3
I VERIFIKATGR KEUANGAN 6 0 2 11

| PERIKANAN MAYA
PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA a] of 3] 3)

'ANAUS PENGELOUAAN KEUANGAN 7 yoo
PENGAWAS PERIKANAN MUDA gy oO] 3] 3

‘ANALIS DATA DAN INFORMAS! ? yo
PENGAWAS PERIKANAN MADYA ai] of a] -3

PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN al KEPALA SEKS! PENDAYAGUNAAN PESISIN DAN KEPALA SEKS! KENELAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KEPALA SEKS!PENGUATAN DAYA SAING PROOUK KELAUTAN DAN
PULALLPULALI KECK, PENANGKAPAN IKAN PERIKANAN

Keins
9

Kelas
9

Kalas
9

PENGELOLA KESEHATAN IKAN PERTAMA, a} of

PENGELOLA STATISTIK PERIKAMAN 6! I I I

labetan vais JB Ye Jebaten 2] Jebaten PENGELOLA KESEHATANKAN MUDA 3] of 1] 4
7 8 ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN of apa ANALIS KENELAYANAN ry of af a ‘ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN

PENGELOLA KESEHATAN IKAN MADYA
ANALUS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7 4

t falas9 J
Jebeten [Hs

PENGADMINGSTRAS! KEPEGAWALAN 5|

ARALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN 7 4) 37 0 PENYUSUN RENCANA KELEMBAGAAN PASAR 7 1) ty oo

uN

ALAT BANTU PENANGKAPAN IRAN,
[WASHL PERIKANAN,

ANALIS DATA DAN INFORMAS:

PENGEMUDY 3 KEPALA SEKS/ REHABILITAS!,KONSERVAS! KELAUTAN DAN PERIKANAN IEPALA SEXS]
PENGAWASAN

SOK DAN
PERIEANAN

OPERATOR SPEEDBOAT 3 a2 Ketes 8 KEPALA SEKS! PENGELOLAAN PELABUNAN PERINANAN DAN Kale 8
SABANAPRASABANAL Keles & i

'ANALIS BARANG MIUK NEGAMA 7 i] 0 labetan I Tebatan ok ys
ANALIS FONSERVAS! DAN REHABILITAS! Jebeten Le PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER yy Oo 1 a

PENGADMINISTRAS)UMUM 3 1 1 WALAYAH PESISIA ANALIS PEMBANGUNAN: 7; Of ay oa DAYA KELAUTAN OAN PERIKANAN
PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN 1 o] ap a PELABUHAN PERIKANAN PENGELOLA PENGAWASAN PENGOLAHAN, 6] of ay a

PETUGAS KEAMANAN F)
ya TAMAN JENIS RAN PENGELOLA JASA PANGKALAN oo) a] a

KUTAN DAN PE MAN
o2 2 PENDARATAN IKAN o 2 2



oy i
1

Ditetapkan di Tanjung Selor
padatanggal 15 wesewser 201)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

i

KEPALA UP MUTU WASH. |

-

NEPALA UPTO PERIKANAN BUDIDAYA LAUT OAN PAYAL” i KEPALA UPTD PELABUHAN PERRAMAN TENGKAYU H

Katee 22 ee Fetes 13
| Kelas 1,

l I
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA f KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA | [ ALA SUBSAGIAN TATA

Ketes 9 t Ketes 8 } Keies 9
I I J

Jabatan mas Jabaten CECePo Jabetan, Jule x |e
ANALIS PERENCANAAN ? ANALIS PERENCANAAN 1) of 2] -2 ‘ANAUS PERENCANAAN 7 of af a

PENGADMINISTRAS! UMUM 5 oa PENGEMUDI s[ of PENGADMINISTRAS! UMUM s| af i. 0

PENGADMINISTRAS! KEUANGAN s PETUGAS KEAMANAN 3} of of 2 BENDAHARA wos} af ol

PENGEMUDI Fy
yy

SENDAHARA
7) of al a PENGEMUDT 3} of af

PETUGAS KEAMANAN 3 a2
PENGELOLA BARANG MILK NEGARA 6) of 2] 4

PETUGAS KEAMANAN af of 3] -3

BENDAHARA 7 | PENGADMINISTRAS! UMUM st of ay OPERATOR SPEEDGOAT of xf -3

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA 6 os 8 PENAGIM RETRIBUS! 3] af 3

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA Oi

KEPALA SEXS! PENERAPAN MUTU ] [
Kates ] [I is K WSL TATA

lebeten t Kalas 8
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN JANALIS BENTH

Jabatan
ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7 2) 2 PENGELOLA PENGAWASAN 6] of al a AMALIS KELAUTAN DAN PERCKANAN

PEMBUDIDAYAAN IKAN
3. 3 3 PENGADMINISTRAS! KEDATANGAN DAN sf af ayo}
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